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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul ―Pemerintahan marga Sanga Desa tahun 1906 - 1950‖. 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejarah berdirinya marga 

Sanga Desa serta sistem pemerintahan yang diterapkan di tiga zaman yang 

berbeda, sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, pemerintahan Militer Jepang 

dan pemerintahan Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metodologi sejarah dengan pengumpulan data melalui observasi, studi 

kepustakaan dan wawancara. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan 

Politik, pendekatan Geografi, pendekatan Antropologi serta pendekatan Sosiologi. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa marga Sanga Desa mulanya 

terbentuk di zaman Kesultanan Palembang dan dikategorikan sebagai wilayah 

―Kepungutan‖. Kemudian di era pemerintahan Hindia Belanda, marga Sanga Desa 

masuk dalam sistem pemerintahan Onderafdeeling Moesi Oeloe dan dipindahkan 

ke sistem pemerintahan Onderafdeeling Moesi Ilir pada tahun 1906 dan dibawah 

Sub Distrik pada tahun 1912-1930. Pemerintahan Militer Jepang di Palembang 

mengadopsi sistem pemerintahan yang digunakan pemerintah Hindia Belanda. 

Pada masa kemerdekaan, pemerintahan marga di Karesidenan Palembang 

termasuk marga Sanga Desa di akui lewat Undang Undang 1945 pasal 18 Romawi 

II. Pemerintahan marga Sanga Desa di era kemerdekaan berada di bawah warisan 

sistem pemerintahan Militer Jepang.  
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ABSTRACT 

This research is entitled "Government of the Sanga Desa clan in 1906 - 1950". 

This study aims to determine the history of the establishment of the Sanga Desa 

clan and the government system that was applied in three different eras, since the 

Dutch East Indies government, the Japanese Military government and the 

Indonesian government. Methodology used in this study is a historical 

methodology with data collection through observation, literature study and 

interviews. The approach used is a political approach, a geography approach, an 

anthropological approach and a sociological approach. Based on the results of the 

study, it is known that the Sanga Desa clan was originally formed during the 

Palembang Sultanate era and was categorized as a "Kepungutan" area. Later in the 

era of the Dutch East Indies government, the Sanga Desa clan was included in the 

Onderafdeeling Moesi Oeloe government system and was transferred to the 

Onderafdeeling Moesi Ilir government system in 1906 and under the Sub-District 

in 1912-1930. The Japanese military government in Palembang adopted the 

government system used by the Dutch East Indies government. During the 

independence period, the clan government in the Residency of Palembang, 

including the Sanga Desa clan, was recognized through UU 1945 article 18 

Roman II. The government of the Sanga Desa clan in the independence era was 

under the legacy of the system Japanese Military Administration. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Kawasan Nusantara sejak dulu punya catatan panjang akan sistem 

pemerintahan dalam periodesasi sejarahnya. Sistem pemerintahan di Nusantara 

sendiri dibagi atas dua ciri, sistem pemerintahan  adalah sistem pertama ialah 

pemerintahan tradisional yang secara murni muncul pada berbagai kelompok suku 

dan sub suku bangsa. sistem pemerintahan kedua adalah sistem pemerintahan 

yang mendapatkan pengaruh dari luar seperti sistem pemerintahan Kesultanan. 

Kedua sistem pemerintahan tersebut pernah dijalankan di wilayah Sumatera 

bagian Selatan (Hidayah,dkk.,1993 : 3). 

 Sistem pemerintahan di wilayah Sumatera bagian Selatan dalam hal ini 

(Palembang) diyakini juga mendapatkan pengaruh dari luar setelah kedatangan 

para Priyayi pesisir Utara Jawa. Kedatangan para Priyayi ini dipicu oleh konflik 

internal yang terjadi di Kesultanan Demak pasca Sultan Trenggana meninggal 

dunia. Terjadi perebutan takhta kekuasaan antara Aria Penangsang dari Jipang dan 

Pangeran Adiwijaya dari Pajang. Kelompok pendukung Aria Penangsang yang 

kalah dalam perseteruan ini kemudian mengungsi ke Palembang. Terjadinya 

migrasi para Priyayi dari Demak ke Palembang diyakini karena Palembang pada 

waktu itu merupakan wilayah subordinat dari Kesultanan Demak (Hanafiah,1995 

:129-30). 

 Kota Palembang terletak pada wilayah yang strategis sebagai kota 

pelabuhan. Wilayahnya yang sedikit menjorok ke dalam dari daerah pantai 

membuat pelabuhan Palembang menjadi aman. Pelabuhan ini terhubung dengan 

jaringan jaringan sungai yang membentang hingga ke daerah pedalaman. Lewat 

jaringan jaringan sungai tersebut, terjalin hubungan dagang antara wilayah 

pedalaman dan Kota Palembang. Melihat sumber daya alam yang besar di wilayah 

pedalaman, sejak lama utusan dari penguasa Palembang sering mengarungi 
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wilayah pedalaman untuk menanamkan pengaruh di berbagai wilayah 

(Irwanto,2010 :7-9). 

 Masyarakat pedalaman Palembang terdiri atas etnis yang beragam. 

Umumnya mereka meyakini bahwa mereka merupakan keturunan dari nenek 

moyang yang disebut Puyang. Para Puyang ini menjelma sebagai sosok yang 

menguatkan ikatan genealogis diantara masyarakat. Mereka mempunyai 

pemimpin yang mereka angkat dari kelompok mereka sendiri. Beragamnya etnis 

di pedalaman ini berakibat beragam pula cara  merespon utusan penguasa 

Palembang yang datang untuk menanamkan pengaruh. Dari Handschrift dalam 

Kolonial Bibliotik diterangkan bahwa pernah ada penguasa Palembang, Dipati 

Karang Widara mengarungi empat muara sungai ke daerah pedalaman dan 

berhasil menaklukan seratus dusun. Empat muara sungai itu antara lain, sungai 

Lematang, Musi, Ogan dan Komering (Ismail,2003 : 19). 

 Priyayi yang datang dari pesisir Utara Jawa juga melakukan hal demikian. 

Upaya ini terus berlanjut lewat keturunan mereka, pemerintahan di Palembang 

diyakini telah mengadopsi sistem pemerintahan Kerajaan. Hubungan wilayah 

pedalaman dengan penguasa di Palembang dari waktu ke waktu semakin 

harmonis. Pada masa pemerintahan Pangeran Sida Ing Kenayan, terdapat inovasi 

dalam pengelolaan sistem pemerintahan, istrinya yang bernama Ratu Sinuhun 

membuat kompilasi berbagai hukum adat di wilayah Uluan yang disebut Piagam 

Ratu Sinuhun (lebih dikenal sebagai Undang Undang Simbur Cahaya). Isinya 

mengenai aturan adat yang digunakan sebagai pedoman oleh marga marga di 

wilayah uluan (Adil,2011 : 121-122). 

 Menurut J.L.K Swaab, istilah Marga berasal dari kata sanskrit ―Varga‖ 

yang mengandung makna suatu teritori tertentu berdasarkan rumpun atau ikatan 

keluarga. Marga di wilayah uluan terbentuk tidak secara bersamaan,melainkan 

terbentuk dalam periode waktunya masing-masing (Muslimin,1986 : 15). Dalam 

menjalankan pemerintahannya, setiap marga umumnya mempunyai kepala marga 

atau pasirah yang menyandang gelar Depati atau Pangeran, ia dibantu oleh kepala 

dusun yang disebut krio, baginda, lurah, atau ingebei (Peeters,1997 : 88). 
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Palembang selanjutnya memasuki sistem pemerintahan kesultanan pada 

masa Ki Mas Hindi atau Sultan Abdurrahman Kholifatul Mukminin Sayyidul 

Imam. Hal ini ditandai terputusnya hubungan Palembang sebagai daerah di bawah 

pengaruh kerajaan Mataram pada tahun 1677. Marga Sanga Desa diyakini 

dibentuk pada masa Pemerintahan Ki Mas Hindi atau yang juga disebut Sultan 

Tjindeh Walang. De Stuerler mengungkap bahwa pada masa pemerintahan Sultan 

Tjindeh Balang, daerah bernama Boelang Tengah dipecah oleh Sultan menjadi 

beberapa marga. Marga-marga tersebut diantaranya terdiri atas marga Kasmaran, 

Poendjoeng, Semangoes, Mandi Aur, Boelang Tengah, dan marga Sanga Desah 

(De Stuerler,1847 : 33). 

Pada masa kesultanan ini mulai terjalin kontak dengan VOC dalam 

sejumlah kesepakatan. Paravicini dalam kunjungannya ke Palembang tahun 1755 

guna meninjau ulang pelaksanaan kontrak menuturkan bahwa sistem 

pemerintahan di Palembang cukup unik. Sultan Palembang ternyata tidak serta 

merta mutlak mengambil keputusan sendiri dalam beberapa kebijakan, tanpa 

merumuskannya bersama dewan kesultanan, juga pemimpin lokal (pasirah). Ini 

disebabkan sistem pemerintahannya yang terdiri dari anggota pihak sultan, para 

bangsawan dan pemimpin lokal. Sultan secara mutlak hanya mengambil 

keputusan dalam negeri dan urusan rumah tangganya (De Faile,1971 : 24-30). 

Kesultanan Palembang secara administratif telah membagi wilayah 

pedalaman ke dalam tiga kategori. Kategori pertama ialah kawasan Kepungutan, 

yakni kawasan yang dibebankan pajak oleh Sultan karna pertimbangan sumber 

daya alam yang kawasan ini punya. Kategori kedua disebut kawasan Sikap, 

masyarakat dari kawasan ini umumnya mempunyai tugas khusus seperti tukang 

kayuh perahu Sultan, tukang kayu keraton serta berbagai keahlian lain. Kategori 

ketiga umumnya berada di wilayah perbatasan Kesultanan, masyarakat wilayah 

ini bertugas menjaga daerah perbatasan dari gangguan luar. Kawasan ini dinamai 

sebagai kawasan Sindang (Hanafiah,2006 : 9). 

Dilihat dari peta kewilayahan yang terdapat dalam disertasi Van Royen, 

marga Sanga Desa pada masa Kesultanan masuk dalam wilayah administratif 
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Kepungutan. Lewat Peta Geologi Zuid Sumatra tahun 1880, diketahui sumber 

daya alam di marga Sanga Desa tumbuh diatas tanah Alluvium dikenal subur, dan 

diyakini dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai hasil pertanian atau 

perkebunan. Sultan sebagai penguasa pada saat itu tentu mengambil pungutan dari 

hasil sumber daya alam yang ada. 

 Era Kesultanan Palembang berakhir setelah Belanda berhasil 

memenangkan peperangan melawan Palembang pada tanggal 23 Juni 1821. Sultan 

Mahmud Badaruddin II saat itu ditangkap kemudian diasingkan ke Ternate. 

Sistem pemerintahan di Palembang kemudian beralih dari semula sistem 

Kesultanan dengan Sultan sebagai penguasa, menjadi sistem Karesidenan dengan 

penguasa seorang Residen. Sejak itu, Belanda mulai berusaha menguasai bekas 

wilayah pemerintahan Kesultanan (Regeerings Almanak Voor Nederlandsch 

Indie,1865 : 74 dalam Regerings-almanak voor Nederlandsch-Indi   1865. 

Geraadpleegd op Delpher op 24-12-2021, https:// resolver.kb.nl/ resolve? 

urn=MMKB26:001018001:00005 diakses pada 25 Agustus 2021). 

 Belanda berupaya menanamkan legitimasi di bekas wilayah Kesultanan 

dengan berbagai cara. Belanda mengawalinya dengan menerapkan sistem 

pemerintahan tidak langsung (Indirectbestuur). Dalam sistem pemerintahan tidak 

langsung ini, selain terdiri dari perwira militer Belanda, juga diangkat pejabat 

pemerintah dari golongan Priyayi bekas Kesultanan. Dengan mengikut sertakan 

perwakilan Pribumi, Belanda berusaha membangun kesan awal yang ―bersahabat‖ 

(Natamarga,2021 : 48). 

 Kemudian pada tahun 1854 Bosch (pada waktu itu menjabat sebagai 

Asisten Residen) diberi tugas untuk melakukan kodifikasi terhadap Undang 

Undang Simbur Cahaya. Kodifikasi ini bertujuan supaya hukum adat yang 

berlaku di Uluan ini tidak bertentangan dengan kepentingan pemerintah Belanda. 

Hal ini bisa dipahami karena Undang Undang yang berlaku di pedalaman 

Palembang ini kembali di revisi pada tahun tahun berikutnya (Adil,2011 : 125). 
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 Setelah seluruh wilayah bekas Kesultanan berhasil ditaklukan, sistem 

pemerintahan tidak langsung dihapus. Karesidenan mulai membagi wilayah 

pedalaman ke dalam beberapa unit administrasi. Unit administrasi pertama ialah 

Afdeeling, wilayah Afdeeling dipimpin oleh seorang Asisten Residen. Pembagian 

wilayah Afdeeling umumnya dilandasi kepentingan geografis dan komunikasi. 

Dalam lingkup wilayah Afdeeling ada unit administrasi Onderafdeeling. 

Pembagian unit administrasi ini di duga atas dasar pertimbangan etnis. Unit 

pemerintahan Onderafdeeling dipimpin oleh Kontrolir yang berhubungan secara 

langsung dengan para pemimpin marga (Pasirah) (Utomo,2012 : 241 ; 

Hanafiah,2006 : 34-36). 

 Setelah keruntuhan Kesultanan Palembang, marga Sanga Desa tunduk 

terhadap pemerintahan kolonial. Secara administratif marga Sanga Desa mulanya 

masuk dalam wilayah Onderafdeeling Moesi Oeloe. Laporan dari Moesi Oeloe 

tahun 1847 mengungkapkan sebuah piagam yang menyebut marga Sanga Desa. 

Dalam piagam tersebut disinggung seorang tokoh pasirah marga Sanga Desa 

bernama Anga Mengala. Tokoh yang disebut dalam piagam ini diyakini 

merupakan orang dari Kesultanan Palembang pada masa pemerintahan tidak 

langsung (Van Ronkel,1908 dalam https://www.jstor.org/stable/20769515 diakses 

pada 4 Oktober 2021). 

 Pemerintahan marga Sanga Desa tetap berada di bawah pemerintahan 

Onderafdeeling Moesi Oeloe hingga tahun 1905. Pada saat itu wilayah marga 

Sanga Desa terdiri atas 9 dusun. Dusun tersebut diantaranya dusun Keban, dusun  

Kemang, dusun Teroesan, dusun Ngoelak, dusun Ngoelak dusun Nganti, dusun 

Ajer Baloei dan dusun Perboe Moelih. Lewat Staaatsblad 1906, terjadi perubahan 

wilayah administratif marga Sanga Desa yang dipindahkan ke dalam 

pemerintahan Onderafdeeling Moesi Ilir beribukota Sekajoe. Selain itu dusun 

didalam lingkup marga Sanga Desa juga berubah, semula dusun Perbo Moelih 

masuk dalam wilayah marga Sanga Desa, namun selanjutnya ditukar dengan 

dusun Djoet.  

https://www.jstor.org/stable/20769515
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 Dalam pemerintahan marga Sanga Desa yang telah beralih secara 

administratif kewilayahan, peneliti tertarik untuk mengetahui sistem pemerintahan 

marga Sanga Desa sejak beralihnya wilayah administratif tersebut dari tahun 1906 

hingga tahun 1950. Pemerintahan marga Sanga Desa dalam kurun waktu tersebut 

telah melewati berbagai zaman.Mulai dari pemerintahan Karesidenan dengan 

model pemerintahan ala Belanda (1906 -1942), pemerintahan Militer Jepang 

(1942 – 1945), hingga pemerintahan di masa Kemerdekaan (1945 – 1950). 

 Melalui berbagai perkembangan zaman tersebut, ada banyak peristiwa 

sejarah yang terjadi dan sudah sepatutnya untuk di teliti. Peristiwa sejarah tersebut 

tentunya menjadi catatan penting dalam sejarah lokal salah satu daerah di 

Sumatera Selatan. Taufik Abdullah (2021 : 12-16) merumuskan sejarah lokal 

sebagai kisah masa lampau dari kelompok atau sub kelompok masyarakat dalam 

daerah geografis yang terbatas. Berbeda dengan sejarah nasional, sejarah lokal 

mampu menjelaskan dinamika kehidupan masyarakat secara lebih langsung dan 

intim. 

Sebelumnya telah ada beberapa penelitian tentang marga atau pasirah 

sebagai kepala marga yang telah lebih dahulu ditulis. Penelitian pertama 

merupakan karya Muslimin yang berjudul Sejarah Ringkas Perkembangan 

Pemerintahan Marga/Kampung menjadi Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam 

Provinsi Sumatera Selatan. Karyanya ini menjelaskan bagaimana awal 

pemerintahan marga dimulai, mengacu karya sebelumnya dari J.W. Van Royen 

mengenai marga di Palembang.Amrah Muslimin juga menjelaskan bagaimana 

pemerintahan marga pada masa Jepang, serta landasan hukum pemerintahan 

marga pada masa kemerdekaan hingga dihapuskan pada tahun 1983. 

 Penelitian ke dua datang dari Natamarga. Penelitian ini menghasilkan 

buku dengan judul Kedudukan Pasirah dalam Kepemimpinan Tingkat Marga 

tahun 1825-1942. Lewat penelitiannya Natamarga mengungkap peranan para 

Pasirah sebagai pemimpin politik sekaligus pemimpin adat dalam lingkungan 

marga mereka masing masing. Kekuasaan para Pasirah ini berimplikasi terhadap 

wibawa meraka di masyarakat. Para pasirah yang menggunakan kekuasaan 
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dengan baik umumnya disegani, namun tidak sedikit pula yang mendapat citra 

buruk karna menyalahgunakan kekuasaan.  

Penelitian selanjutnya dari Apriyanti dan Dienaputra tentang Pemerintahan  

Marga di Lubuk Linggau tahun 1855-1983 mengungkapkan perjalanan 

pemerintahan marga di Lubuk Linggau dari era kolonial hingga era setelah 

kemerdekaan. Mulai dari ditemukannya piagam dan cap stempel marga di Tiang 

Pumpung Kepungut tahun 1855 hingga penghapusan marga tahun 1983. 

Penelitian yang terdahulu di atas menunjukkan bahwa kajian mengenai 

marga atau kepasirahan di Sumatera Selatan menjadi tema yang menarik untuk 

dibahas. Mengingat sistem pemerintahan marga sudah hadir sejak zaman 

Kesultanan Palembang, artinya sudah berabab abad yang lalu. Bahkan pada saat 

Indonesia merdeka, sistem pemerintahan ini disinggung dalam pasal 18 UUD 

1945 sebelum perubahan. Dalam pasal yang mempunyai angka Romawi II 

tersebut, negara mengakui beragam sistem pemerintahan lokal yang telah lama 

hadir di dalam lingkup suatu masyarakat Hindia Belanda sebelumnya.Sistem 

pemerintahan seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Sumatera Barat dan Marga 

serta Dusun di Palembang (Syawaluddin,2015). 

Relevan dengan penelitian terdahulu di atas, penelitian yang akan peneliti 

lakukan juga membahas mengenai sistem marga yang pernah ada di Sumatera 

Selatan. Penelitian ini lebih sempit skup wilayahnya merujuk pada marga Sanga 

Desa. Marga Sanga Desa dipilih sebagai objek kajian karena dalam sejarahnya, 

pemerintahan marga Sanga Desa sempat beralih dari administratif kewilayahan 

Onderafdeeling Moesi Oeloe ke Onderafdeeling Moesi Ilir pada tahun 1906. 

Sejak peralihan wilayah administratif hingga tahun 1950 pemerintahan marga 

Sanga Desa berada dalam sistem pemerintahan yang diatur oleh penguasa yang 

berbeda-beda. Dari tahun 1906 hingga 1942 berada di bawah sistem Karesidenan 

Palembang pimpinan Kolonial Belanda, kemudian dari tahun 1942 hingga 1945 

berada di bawah pemerintahan militer Jepang. Marga Sanga Desa beralih di 

bawah naungan Negara Sumatera Selatan pasca Belanda berhasil menguasai 
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Kewedanan Moesi Ilir masa Agresi Militer. Saat penghapusan Negara Sumatera 

Selatan marga Sanga Desa kembali berada di bawah pemerintahan Indonesia.  

 Urgensi dari penelitian ini bermaksud untuk segera menulis Historiografi 

mengenai pemerintahan marga dalam kurun waktu tersebut. Dikhawatirkan 

semakin lama Historiografi itu akan ditulis, semakin sulit untuk mencari fakta dari 

sumber-sumber yang tidak tertulis seperti saksi sejarah. Tujuannya tidak lain 

untuk menambah pengetahuan akan sejarah lokal yang terjadi di daerah Sumatera 

Selatan dalam hal ini wilayah Sanga Desa. Oleh karena itu peneliti ingin 

menelusuri lebih jauh mengenai jalannya pemerintahan marga Sanga Desa  

tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pemerintahan Marga Sanga Desa 

tahun 1906 - 1950‖. 

1.2 Rumusan Masalah 

1.Bagaimana awal mula berdirinya marga Sanga Desa ? 

 2.Bagaimana sistem pemerintahan marga Sanga Desa pada masa 

Karesidenan Palembang (1906 – 1942) ? 

3.Bagaimana sistem pemerintahan marga Sanga Desa pada masa 

Pemerintahan Militer Jepang (1942 – 1945) ? 

4.Bagaimana sistem pemerintahan marga Sanga Desa pada masa 

kemerdekaan (1945 – 1950) ? 

1.3 Pembatasan masalah 

 Agar kajian dalam penelitian ini sesuai judul, tema dan rumusan masalah, 

dan tidak keluar dari ranahnya, maka diperlukan pembatasan masalah di dalam 

pembahasan. Peneliti membatasi ruang lingkup kajian dalam : 

a. Skup Tematikal 

Skup tematikal digunakan agar pembahasan tidak keluar dari tema 

yang ditetapkan. Tema penelitian ini ialah pemerintahan marga 

Sanga Desa dan pembahasannya ialah perkembangan pemerintahan 

marga Sanga Desa dari tahun 1906 – 1950. 
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b. Skup Temporal 

Skup temporal berkaitan erat dengan kronologis peristiwa (waktu). 

Peneliti membatasi waktu pada penelitian ini dari tahun 1906 – 

1950, dimulai sejak marga berubah status wilayah administratif 

hingga penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada pemerintah 

Indonesia. 

c. Skup Spasial 

Skup spasial dilakukan dengan membatasi wilayah tempat 

peristiwa terjadi. Di dalam penelitian ini wilayah penelitiannya 

adalah wilayah Sanga Desa yang sekarang menjadi kecamatan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaiamana sejarah terbentuknya marga Sanga 

Desa. 

2. Untuk mengetahui sistem pemerintahan marga Sanga Desa sejak 

beralih status administratif kewilayahan pada masa Karesidenan 

Palembang (1906 – 1942). 

3. Untuk mengetahui sistem pemerintahan marga Sanga Desa pada masa 

pemerintahan Militer Jepang (1942 – 1945). 

4. Untuk mengetahui perkembangan pemerintahan marga Sanga Desa 

pada masa Revolusi Fisik hingga penyerahan Negara Sumatera Selatan 

ke pemerintah Republik Indonesia5 (1945 – 1950). 

1.5 Manfaat Penelitian  

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

 1.Dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai 

 perkembangan pemerintahan marga Sanga Desa dalam kurun waktu 1906 

– 1950. 
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 2.Dalam bidang akademik dapat menjadi referensi atau literatur tambahan 

 bagi kalangan akademisi dengan penelitian relevan. Mengingat tulisan 

 mengenai pemerintahan marga di Sumatera Selatan pada era kurun waktu           

diatas secara spesifik masih minim. 
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